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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada halaman beriku:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث Sa S Es (dengantitikdiatas)
ج Jim J Je
ح Ha’ H Ha (dengantitik di bawah)
خ Kha’ Kh Kadan ha
د Dal D De
ذ Zal Z Zet(dengantitikdiatas)
ر Ra R Er
ز Za Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy Esdan ye
ص Sad S Es (dengantitik di bawah)
ض Dad D De (dengantitik di bawah)
ط Ta T Te (dengantitik di bawah)
ظ Za Z Zet(dengantitik di bawah)
ع ‘ain ‘ Apostrofterbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wawu W We
ه Ha H Ha
ء Hamzah ’ Apostrop
ي Ya’ Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Contoh:  َﻒـْﯿـَﻛ : kaifa
Nama Huruf Latin NamaTanda
fathah a a َا
kasrah i i ِا
dammah u u ُا
Nama Huruf Latin NamaTanda
fathahdanya ai a dan i َْﻰـ
fathahdanwau au a dan u َْوـ
 َل ْﻮَـھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Contoh:  َت َﺎـﻣ : mata
ﻰـَﻣَر : rama
 َﻞـْﯿِـﻗ : qila
 ُت ُْﻮـﻤَـﯾ : yamutu
4. Ta’ marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup atau
mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan
ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:  ِلَﺎﻔْط ﻷا ُ ﺔـَﺿْوَر : raudah al-atfal















a dan garis di atas
idangaris di atas
udangaris di atas
 ُ ﺔــَﻤـْﻜـِْﺤـَﻟا : al-hikmah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (  ّ◌ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:  َﺎﻨَـّـﺑَر : rabbana
 َﺎﻨــَْﯿـّﺠَـﻧ : najjaina
 ُ ّﻖـَﺤْــَﻟا : al-haqq
 ُ ّﺞـَﺤْــَﻟا : al-hajj
 َﻢِــُّﻌﻧ : nu“ima
 ﱞوُﺪـَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
( ّﻰِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).
Contoh:  ﱞﻰِـﻠـَﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 ﱡﻰِــﺑَﺮـَﻋ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا(alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar
(-).
Contoh:  ُﺲـَْﻤـ◌ّّﺶَﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
 ُ ﺔَــﻟَﺰْــﻟ ﱠﺰَﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah)
 ُ َﺔﻔـﺴْﻠَـﻔْــَﻟا : al-falsafah
 َُدﻼِـــﺒْــَﻟا : al-biladu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:  َنْوُﺮـُﻣَﺄـﺗ : ta’muru>na
 ُءَْﻮّـﻨْــَﻟا : al-nau’
 ٌءْﻲـَﺷ : syai’un
 ُت ْﺮـِﻣ◌ُُ أ : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan
munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh: Fi Zilal al-Qur’an
Al-Sunnah qabl al-tadwin
9. Lafz al-Jalalah (ﷲ)
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Contoh:
 ِﷲ ُْﻦـﯾِد dinullah  ِﷲ ِِﺎﺑ billah
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t].
Contoh:
 ُھـ ِﷲ ِﺔَﻤْـــﺣَر ِْﻲﻓ ْﻢ hum fi rahmatillah
10. HurufKapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR).
Contoh: Wa ma Muhammadunillarasul
Innaawwalabaitinwudi‘alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan





Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abu>
(bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.
Contohnya:
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
UIN = Universitas Islam Negeri
HPK = Hukum Pidana Ketatanegaraan
UU = Undang-Undang
RUU = Rancangan Undang-undang
BPD = Badan Permusyaratan Desa
PERDA = Peraturan Daerah
APBN = Anggaran Pendapatan Belanja Negara
RI = Republik Indonesia
APBD = Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abual-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid MuhammadIbnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan:
Zaid, Nasr Hamid Abu)
APBDes = Anggaran Pendapatan Belanja Desa
IKG = Inderks Kesulitan Geografis
PP = Peraturan Pemerintah
ADD = Alokasi Dana Desa
swt. = Subhanau wa ta’ala
saw. = Sallallahu ‘alaihi wa sallam
QS…/…:… = QS, al-nisa/4:58, QS, Ali imran/3:118, QS ash-shuraa/26;38
Untuk karya ilmia berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:
 ص = ﺔﺤﻔﺻ
 مد = نﺎﻜﻣ نوﺪﺑ
 ﻢﻌﻠﺻ = ﻢﻠﺳ و ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ
 ط = ﺔﻌﺒط
 ند = ﺮﺷﺎﻧ نوﺪﺑ
 ﺦﻟا =  هﺮﺧا ﻰﻟا \ﺎھﺮﺧا  ﻰﻟا
 ج = ءﺰﺟ
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Nim : 10300111049
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Judul : Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai Pengawas Dana
Desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang
Desa (Studi di Desa Rannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten
Gowa)
Skripsi ini menjelaskan permasalahan: 1. Bagaimana Peran Badan
Permusyaawaratan Desa di desa Rannaloe ? 2. Bagaimana mekanisme kerja Badan
Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi dana desa ?
Penyelesainan masalah tersebut, menggunakan metode penelitian kualitatif
yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas yang
ada dalam masyarakat. Dalam penelitian skripsi ini penulis langsung meneliti di Desa
Rannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa untuk data yang diperlukan terkait
dengan pembahasan skripsi ini dengan menggunakan metode wawancara, yakni
pengumpulan data dengan mewawancara langsung ketua BPD dan orang-orang yang
terkait tentang skripsi ini.
Dari hasil penelitian diperole fakta bahwa, BPD dalam menjalankan tugas dan
perannya sudah sesuai semestinya, dalam menjalankan tugasnya BPD sendiri
menpunyai peran inti di desa Rannaloe yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan
desa, biasanya dalam perumuskan peraturan desa BPD dan pemerintahan desa
Rannaloe saling bekerjasama bisanya pemerintah desa mengajukan peraturan desa
kenudian dibahas sama-sama dalam rapat BPD peran yang selanjutnya sebagai
penyalur dan penampung aspirasi masyarakat, biasanya masyarakat yang ingin
menyampaikan pendapatnya tentang pemerintahan desa bisa langsung ke BPD baik
itu secara lisan maupun tertulis. Tetapi dalam beberapa tugas dan peran BPD. BPD
sendiri mempunyai tugas utama yaitu mengawasi pemerintahan desa dalam
pengawasan BPD biasanya BPD berfokus tentang pengunaan dana desa. dalam
pengantisipasian penyelewengan dana biasanya BPD terjunlangsung kelapangan
tentang proyek-proyek yang dikerjakan kepala desa jadi BPD sendiri bisa melihat
berapa dana yang keluar dan berapa dana yang dibutuhkan
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka BPD desa Rannaloe sudah benar
menjalankan tugas dan perannya yang sebagaimana diatur dalam UU no 6 tahun 2014
tentang desa. walaupun saat di lapangan terjadi sedikit konflik yang tidak diinginkan




A. Latar Belakang Masalah
Desa adalah wilayah yang saling mengenal hidup bergotongroyong, adat
istiadat yang sama, tat norma an mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur
kehidupan kemasyarakatan. Di samping itu, umumnya wilayah desa terdiri atas
daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencariannya adalah seorang
petani
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebut
bahwa desa ialah suatu wilayah yang ditempatih sejumlah penduduk sebagai
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah
langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan ruma tanggahnya
sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia1
Keberadaan sebuah desa memiliki keanekaragaman yang disesuaikan
dengan asal usul budaya yaitu: (1) Keanegaragaman, disesuaikan dengan asal
usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (2) partisipasi, bahwa
penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan
peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta
bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama
1Talizdhu Ndara,Dimensi-Dimensi pemerintahan Desa(Jakarta: PT Bumi Akara, 1991),h.4
2warga desa, (3) otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam
mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan
nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus
diselengarakan dalam perspektif administrasi desa, (4) Demokrasi, artinya
penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa harus
menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang di musyawarahkan dan kemudian
dipilih untuk dilaksanakan melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan
lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, (5) Pemberdayaan
Masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan di desa di tunjukan
untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan
kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat. Dapat di simpulkan bahwa landasan pemikiran dalm
pengaturan mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi,
otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.2
Pemerintah desa harus melaksanakan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan desa akan tetapi peraturan perundang-undangan itu tidak
bisa langsung dilakukan. Hal ini karena desa berbeda kondisi sosial, politik dan
budayanya. Salah satu contohnya yaitu dalam pengambilan keputusan yang
diatur dalam pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 bahwa
untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetaopkan Peraturan
2Sarundajang,Arus Balaik Kekuasaan Pusat ke Daerah(Jakarta: Pustaska Sinar
Harapan,2002),h.181
3Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa. Namun pada prakteknya
pengambilan keputusan juga dilakukan melalui proses musyawarah karena pada
dasarnya sifat menyelesaikannya dengan cara ‘karena mereka masi memiliki rasa
kekeluargaan yang kuat.3
Dalam proses pengambilan keputusan di desa dilakukan dengan dua
macam keputusan.4 Pertama, keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang
mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan-
keputusan yang di buat oleh lembaga-lembaga formal desa yang di bentuk untuk
melakukan fungsi pengambilan keputusan. Bentuk keputusan pertama, banyak
dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan
keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya
alasan-alasan untuk pemilihan alternative diuraikan terlebih dahulu oleh para
tetua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu
Bedasarkan kententuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, salah satu sumber pendapatan desa
berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi
APBN kepada desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan
memperhatikan kemampuan APBN.
3Haw Widjaja,Otonomi desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat Dan Untuh (Jakarta:PT.
Raja Grafindo Persada), h.1
4Kushandjani, Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Social-Legal
(semerang: Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2008),h.70-71
4Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan
dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, amgka kemikinan luas
wulayah dan tingkat kesulitan geografis, Dana desa setiap Kabupaten/kota
dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa disetiap Kabupaten/kota
dan rata-rata dana desa setiap pr2ovinsi sebagaimana dialokasikan berdasarkan
jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumla penduduk
kabupaten/kota,dan kesulitan goegrafis kabupaten/kota dalam provinsi yang
bersangkutan. Tingkat kesulian geografis yang dimaksud disini meliputi:
ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komukasi
desa.
Anggaran dana desa merupakan bagian dari anggaran belanja pusat non
kementerian/lembaga sebagai pos cadangan dana desa. Penyusunan anggaran
cadangan dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dibidang penyusunan rencana dana pengeluaran bendahara umum
Negara. Anggran cadangan dana desa diajukan oleh pemerintah kepada Dewan
Perwakila Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan menjadi dana desa.
Anggaran dana desa yang telah mendapatkan persetujuan DPR dimaksud
merupakn bagian dari anggaran Transfer ke daerah dan desa. Dalam hal terdapat
perubahan APBN, angaran dana desa yang telah ditetapkan tidak berubah.
Dalam penyelengaraannaya desa memerlukan suatu lembaga yaitu Badan
Permusyawarantan Desa (BPD) selaku mitra kepala desa, BPD berfungsi
menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan
5aspirasi masyarakat desa, disamping menjalankan fungsingnya sebagai jembatan
penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan
fungsinya utamanya, yaitu pengawasan.
Yang sebagaimaa diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentan
Desa, BPD juga mempunyai fungsi untuk mengawasi dana desa yang bersumber
dari APBN karna jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme control
lansung dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar
dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntuknya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat5
Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini berubah menjadi Badan
Permusyawaratan Desa, perubahan ini didasarkan pada kondisi factual bahwa
budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawara untuk mufakat”
Musyawara berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil.
Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari prosesyang baik. Melalui musyawarah
untuk mufakat meminimalisir berbagai konflik antara para elit politik, sehingga
tidak sampai menimbulkan perpecahan yang berarti.
Namun dengan demikian terkadang apa yang telah disepakati oleh
Pemerintah Desa dengan Badan Permusyaratan Desa tidak sesuai apa yang
diinginkan masyarakat sehingga pembentukan peraturan desa hanya menjadi
sebuah agenda Pemerintahan Desa yang tidak subtantif dan kooperatif atas
5http://leuserantara.com/artikel-alokasi-dana-desa-untuk-desa-bukan-untuk-aparatur-
desa/diakses pada tanggal 05-02-2016 pukul 11:34 wita
6kepentingan Rakyat, yang seharusnya BPD menjadi wadah penyaluran aspirasi
masyarakat. Kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa
dengan Badan Permusyaratan Desa yang menjadi permasalahan yang dalam
proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai apa yang diinginkan
masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan desa.
Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS AL-nisa’/4;58
                   
                  
Terjemah:
Sesungguhnya Allah menyuruhkan kamu menyampaikanamanat kepaa yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.6
Dalam ayat ini dijelaskan yang paling menonjolkan beramal adalah
menyampaikan amanatdan menetapkan perkara di antara manusia dengan cara
yang adil. Allah memerintahkan kedua amal tersebut khusus pada ayat ini para
mufasir banyak yang menaitkannya dengan masalah pemerintahan atau urusan
Negara. Orang yang diberi amanah kekuasaan, haruslah yang ahli di bidangnya.
Jika bukan ahlinya kekuasaan yan dipengang tersebut akan mengalami
6Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemah(Jakarta: Wakaf, 1971), h.52
7kehancuran. Oleh karna itu, apabila seseorang telah diberikan amanat tertentu, ia
harus melaksanakan amanat tersebut dengan adil. Hal ini penting karna diri kita
pasti akan berhadapan dengan masyarakat dari berbagai kelompok yang
beragam. Di anataranya di dalam Surat Al-Maidaah Ayat 8; “berlaku adil, karna
adil itu lebih dekat kepada taqwa”
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
a. Fokus Penelitian
Agar tidak terjadi kesalapahaman dalam mendefenisikan dan memahami
penelitianini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian beberapa
variable yang dianggap penting yaitu:
1. Badan Permusyawaratan Desa :Badan perwakilan yang terdiri atas
pemukaan-pemuka masyarakat yang
berfungsi mengayomi adat itiadat,
membuat peraturan desa, serta
melakukan pengawasan terhadap
penyelenggara pemerintah desa.7
2. Pengawas Dana :Dana yang bersumber dari Anggran
penapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi desa yang ditrasfer
melalui Anggaran Pendapatan dan
7Abddullah dan Rozali,Pelaksanaan otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara
Langsung (Jakarta:Grafindo Persada, 2005),h.75
8Belanja Daera Kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah.8
b.   Deskripsi Fokus
Penelitian ini berfokus pada peran BPD dan pengawas dana untuk
memudahkan pembahaan dalam memahami fokus penelitian tentang peran
BPD sebagai pengawas dana desa tersebut, maka diuraikan deskripsi fokus
penelitian dalam bentuk matriks table berikur:
Tabel 1.1 Matriks Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
NO Fokus Penelitian Deskripsi Fokus
1 Peran Badan Permsyawaratan
desa
a. Dasar hukum BPD
b. Kinerja BPD
2 Pengawasan dana a. Sistematika dana
b. Bentuk-bentuk pengawasan
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan fokus penelitian yang diuraikan dalam hubunganya
dengan skripsi, mengemukakan pokok sebagai berikut:
1. Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rannaloe ?
8Adisasmita dan Rahardjo,Membangun Desa Partisipatif(Jogjakarta;Graha ilmu, 2006),h.97
92. Bagaimana Meknisme Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi
Dana Desa ?
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu
Penelitian ini menggunakan beberapa literature yang masih berkaitan
dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:
1. Deddy Supriady Bratakusuma, Dadang Solihin dalam bukunya Otonomi
Penyelengaraan Pemerintahan Desa buku ini membahas tentang otonomi
desa yang pada prinsipnya adalah apliksi dari sentralisasi. Buku ini
merangkai dari brbagai undang-undang dan pemerintahan yang berkaitan
dengan proses tentang otonomi daerahlebih lanjut buku ini juga
memaparkan proses disentralisasi di indonesia secara komprehensip karna
disajikan secara menyeluru mulai dari aspek pemerintahan daerah, DPRD
kepegawaian keuangan pemilihan umum pusda (putusan daerah). Hingga
penyelenggaraan daerah bebas KKN. Namun buku ini tidak menjelaskan
tentang anggara yang diberikan pemerintah untuk desa;
2. Marwan Jaffar, dalam bukunya Perencanaan Pembangunan Desa Buku ini
membahas tentang perencanaan pembagunan desa dengan melibatkan BPD
dan unsur-unsur masyarakat secara partisipasi guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan desa. Lebi lanjut dijelaskan sistem pengelolaan pembangunan
di desa dan kawasan pendesaan yang dikordinasikan oleh kepalah desa
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dengan mengedepankan kebersihan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan
guna mengwujudkan perdamaiyan dan keadilan sosial. Serta pemberdayaan
masyarakat desa dengan upaya mengembangkan kemandirian dan
kesejateraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran. Namun buku ini buku
ini tidak menjelaskan tengtang peranan BPD menurut Undang-Undang
Nomor 6 Tahun2014 tentang desa;
3. Samsudin Haris Moch Tar, Pabentengi Syarif Hidayat,Alfian Salam, Tri
Risna Wati dalam bukunya Membangun Format Baru Dalam Daerah. Buku
ini menjelaskan tentang keperluan masa transisi dalam kebijakan otonomi
daerah melalui Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah harus diakui sangat luas bahwa kebijakan otonomi daerah melalui
Undang-Undang No 22 Tahun 1999 adalah pembaharuan sejarah
desenrilisasi dan pemerintaan daerah indonesia. Kebijakan pemerintah ini
dibuat dengan asumsi situasi normal seolah-olah partai-partai DPR dan
pemerintahan berfungsi sebagaimana fungsinya juga seolah-olah peduli
terhadap rakyat sedangkan realisasinya berbanding terbalik. Buku ini selain
menawarkan paradigma desentrilisasi dan otonomi daerah juga
merekomendasikan RUU otonomi daerah yang bersifat relatif. Namun buku
ini tidak menjelaskan tentang desa bukan merupakan bagian dari perangkat
daerah;
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
a. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui mekanisme kerja BPD sebagai penyalur aspira
masyarakat desa dalam forum musyawarah mufakat dalam
menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan aspirasi dan
kepentingan bersama masyarakat bersama masyarakat desa.
2. Untuk mengetahui bagaimana BPD dalam menjalankan fungsinya




Secara teoritis, skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan di dalam penulisan bidang
ilmu hukum ketatanegaraan khususnya tentang BPD. Diharapkan
bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi
perkembangan ilmu pengetahuan.
2.  kegunaan praktis
Dapat memberikan informasi dan mengetahui tentang kinerja BPD




A. Peranan Badan Permusyawaratan Desa
1. Tinjauan Umum BPD
a. Pengertian BPD
Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai perwujudan
demokrasi dalam penyelengara pemerintah desa menampung,
menyalurkan, aspirasi masyarakat badan permusyawaratan yang terdiri atas
pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa berfungsi mengayomi adat
istiadat, membuat peraturan desa, serta melakukan pengawasan langsung
terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
Berdasarkan ketentuan diatas kedudukan, fungsi, wewenag dan
tugas BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangatlah penting.
Sebagai satu-satunya lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai saluran
aspirasi utama warga desa tidak hanya berfungsi sebagai badan legislasi,
melainkan sebagai arsitek perubahan dan pembangunan desa.1
b. Kedudukan BPD
Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sabagai unsur
penyelenggara pemerinta desa
1Abdullah Rozali, Pelaksanaan Otonomi LuasDenagan Pemlihan Kepala Daerah secara
Langsung (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 5
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1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa, berdasarkan
keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan
mufakat
2) Anggota BPD terdiri ketua rukun warga, pemangku adat, golongan
profesi, pemuka agama dan tokohatau pemuka mayarakat lainnya
3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enama) tahun dan dapat
diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
4) Jumlah anggota BPD berjumlah ganjil, minimal 5 (lima) orang
maksimal 11 (sebelas) orang berdasarkan
a) Luas Wilayah
b) Jumlah Penduduk, dan
c) Kemampuan keuangan desa
5) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota:
6) Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan
sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu
oleh Bupati/Walikota
7) Pimpinan BPD terdiri dari;
a) Ketua (1 orang)
b) Wakil Ketua (1 orang)
c) Sekretaris (1 orang)2
2Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman Penyelenggara Pemerintahan Desa (Bandung:
Fokus Media, 2011), h. 13
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c. Fungsi BPD
BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, di samping itu BPD
mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka
pemantapan pelaksanaan kinerja pemerinta desa.3 Dalam rangka
melaksanakan funginya, BPD mempunyai wewenag:
1) Membahas rencana peraturan desa bersama kepala desa;
2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana peraturan desa dan
peraturan kepala desa;
3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
5) Menggali, menampung, menghimpu, merumuskan dan menyalurkan
aspirasi masyarakat dan
6) Menyusun tata tertib BPD.
d. Hak dan Kewajiban BPD
BPD mempunyai Hak
1) Memintah keterangan kepada pemerintah desa;
2) Menyatakan pendapat.
Anggota BPD mempunyai hak
1) Mengajukan rancangan peraturan desa;
3Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman Penyelenggara Pemerintahan Desa (Bandung:
Fokus Media, 2011), h. 14
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2) Mengajukan pertanyaan
3) Menyampaikan usul dan pendapat
4) Memilih dan dipilih dan
5) Meperoleh tunjangan.
Anggota BPD mempunyai kewajiban yang harus dilakukan
1) Mengamalka pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan
perundang-undangan;
2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelengaraan
pemerintah desa;
3) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuan
Negara Kesatuan Republik Indonesia
4) Menyerap, menampung menghimpun an menindaklanjuti aspirasi
masyarakat
5) Memproses pemilihan kepala desa (membentuk Panitia Pemilihan
Kepala Desa, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih,
menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala
Desa terpilih kepada Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Kepala
Desa terpilih)
6) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi,
kelompok dan golongan;
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7) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat
setempat; dan
8) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga
kemasyarakat.4
e. Rapat BPD
Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD, rapat dinyatakan sah
apabila dihadiri sekurang-kurangnya satu per dua dari jumlah anggota
BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
Dalam hal tertentu (rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan
kebijakan yang bersifat prinsip dan strategi bagi kepentingan masyarakat
desa, seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman),
Rapat BPD dinytatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua per
tiga dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan
persetujuan sekurang-kurangnya satu per dua ditambah satu dari jumlah
anggota BPD yang hadir.5
Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputuan BPD dan dilengkapi oleh
notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD
f. Larangan BPD
Pimpinan dan anggota BPD dilarang
4Endara Taliziduhu, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa (Jakarta: Bumu Aksara, 1991),
h.35
5Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman Penyelenggara Pemerintahan Desa (Bandung:
Fokus Media, 2011), h. 15
17
1) Sebagai pelaksana proyek desa;
2) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat,
dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
3) Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerimah uang, barang
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya;
4) Menyalagukan wewenang; dan
5) Melanggar sumpah janji jabatan.6
2. TugasBPD
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
mengeser posisi BPD sebagai unsur penyelenggara desa menjadi lembaga
desa, fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa
yang mengusung mandat untuk menyalurkan aspirasi, merencakan anggaran
dan mengawasi pemerintah desa.7
BPD bertugas untuk menyelenggarakan musyawarah desa (musdes)
dengan peserta terdiri kepaladesa, perangkat desa kelompok, dan tokoh
masyarakat. Namun secara yuridis tugas BPD mengacu kepada Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut:
6Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman Penyelenggara Pemerintahan Desa (Bandung:
Fokus Media, 2011), h. 14
7Yusran Lapananda, Hukum Pengelolah Keuangan Desa (jakarta: Wahana Semesta
Intermedia, 2016), h. 71
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a. Membentuk panitia pemelihan kepala desa, dalam melaksanakan pemilihan
kepala desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
b. Mengusulkan dan menetapkan calon terpilih kepala desa. Dalam hal ini
masyarakat mengetahui terpilih yang akan mereka pilih dalam waktu
pemilihan, diharapkan masyarakat mengenal watak, karakter serta latar
belakang pendidikan dan sosial lainnya secarah utuh;
c. Bilamana kinerja kepala desa telah menyimpang dari ketentuan yang telah
digariskan atau telah habis masa jabatanya, maka kepala desa tersebut oleh
BPD diusulkan untuk diberhentikan;
d. Kepala desa mengajukan rencana peraturan desa kepada BPD, dan
bersama-sama BPD untuk membahas dalam rapat paripurna, sesuai dengan
tata tertib yang dimiliki BPD. BPD dengan tugas dan wewenangnya ikut
serta untuk menyetujui atau mengesahkan, dan kepala desa, dan keputusan
desa setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak;
e. Kepala desa mengajukan Rancangan APBdes kepada BPD untuk disahkan
menjadi APBDesa dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Karena dengan
anggaran, pemerintah desa dapat berjalan unutk membangun sarana dan
prasarana umum;
f. BPD menjalankan pengawasan terhadap jalanya roda pemerintahan desa
yang dilaksanakan oleh kepala desa;
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g. Pertimbangan dan saran-saran dari BPD terdapat pemerintahan desa dan
masyarakat, selalu dijaga agar segala kepercayaan serta dukungan tetap
ada, sehingga kepala desa selalu dan sungguh-sungguh untuk
melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab;
h. Segala aspirasi masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan, BPD
diharapkan dengan rasa loyalitas mengakui, menampung dan mengayomi
masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab dan kerjasama yang baik.8
3. Hubungan Kerjasama antara Kepala Desa
Hubungan kepala desa desa dan BPD itu dalam menjalankan program
desa BPD dan kepala desa saling bekerja sama dengan mengadakan rapat atau
musyawarah dalam membuat program desa yaitu tentang pembangunan desa
yang akan dilaksanakan agar program desa berjalan dengan baik. Meeskipn
kadang ada beda pendapat tetapi masi bisa diselesaikan secara musyawarah
mencapai mufakat.
Untuk membangun pemerintahan yang demokratis antara kepala desa dan
BPD, keduanya harus ada kerja sama atau harus bersinergi dengan baik, dan
harus mempunyai pikiran yang sejalan antara keduanya menciptakan suasana
yang nyaman dan aman dalam penyelenggaraan pemerintah desa kuncinya
adalah keharmonisan, sinergitas BPD dengan kepala desa, sehingga nantinya
kebijakan maupun produk hukum pemerintahan yang dihasilkan dapat
8Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
No 6 Tahun 2014 Tetang Desa
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dipertanggung jawabkan bersama untuk mewujudkan kemajuan dan kualitas
warga desa.
Jika dilihat dari kedudukannya, kepala desa selaku pemerintah dan BPD
memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembangaan
desa. UU desa tidak membagi atau memisahkan kedudukan keduanya pada
suatu hirarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama,
namun dengan fungsi yang berbeda.
Bila kepala desa berfungsi sebagai pemimpinmasyarakat dan kepanjangan
tangan negara yang dekat dengan masyarakat, maka BPD berfungsi untuk
menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD harus
mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga BPD tidak
dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh
masyarakat desa.9
Adapun hubungan antara kepala desa dan BPD:
a. Kepala desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi
kelurahan melalui musyawarah desa (Pasal 27 huruf c UU Desa );10
b. Kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemrintahan secara
tertulis kepada BPD (Pasal 27 huruf c UU Desa);11
9Pudjiwati Sajokyo, Sosiologi Pendesaan (yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996),
h. 56
10Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, h.11
11Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, h.11
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c. BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya
masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa
jabatannya berakhir (Pasal 32 ayat (1) UU Desa );12
d. Kepala desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa dan memusyawarahkannya bersama BPD (Pasal 73 ayat 2 );13
e. Kepala desa dan BPD membahas bersama pengelolahan kekayaan milik
desa (Pasal 77 ayat (3) UU Desa).14
B. Dasar Hukum Pembentukan BPD
1. Mekanisme Pembentukan BPD
a. Persiapan
1) Sosialisasi pembentukan BPD kepada masyarakat (Penetapan jumlah
Anggota BPD  di suatu desa ditetapkan dengan Peraturan Desa)
2) Apabilah di desa bersangkutan belum mempunyai Peraturan desa
tentang Penetapan Jumlah anggota BPD, maka pemerintah desa dan
BPD wajib membuat peraturan desa dimaksud terlebih dahulu sebelum
membentuk BPD baru di desa bersangkutan, dalam sekurang
kurangnya memuat;
a) Penetapan jumlah BPD; dengan kententuan jumlah anggota BPD
tiap desa ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima)
orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan
12Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, h.12
13Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, h.25
14Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, h.26
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memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan
keuangan desa;
b) Kedudukan, funsi, wewenag, hak dan kewajiban
c) Mekanisme pembentukan BPD
d) Pemberhentian
e) Pengantian
3) Kepala desa mengadakan rapat guna membentuk panitia Musyawarah
Pembentukan BPD yang dihadiri oleh:
a) Perangkat desa
b) Tokoh-tokoh masyarakat dari masing-masing RT/RW
4) Kepala desa membentuk panitia Musyawarah Pembentukan BPD
dengan dengan keputusan kepala desa yang terdiri dari ketua, Wakil
ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
5) Jumlah anggota panitia Musyawarah disesuaikan dengan kebutuhan
6) Panitian Musyawarah mempunyai tugas ;
a) Membuat penetapan kuota jumlah anggota BPD berdasarkan
keterwakilan wilayah yang berdasarkan musyawarah mufakat;
b) Melakukan penelitian administrasi calon anggota BPD;
c) Menetapkan calon anggota BPD terpilih dan mengusulkan
pelantikan anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.
7) Quotah anggota BPD tingkat dusun ditetapkan oleh panitia
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Jumlah penduduk dusun dibagi jumlah penduduk desa
dikalikan jumlah kuota anggota BPD desa
8) Panitia Musyawrah mengadakan rapat guna:
a) Menyuun jadwal waktu pelaksanaan pendaftaran dan musyawarah
pembentukan dan penetapan Anggota BPD pada tiap dusun
b) Membuat penetapan kuota jumlah anggota BPD berdasarkan
keterwakilan wilayah yang berdasarkan musyawara mufakat,
selanjutnya ditetapkan dengan keputusan panitia Musyawarah.15
b. Penjaringan
1) Panitia Musyawarah membuka pendaftaran Calon anggota BPD
2) Calon anggota BPD dapat berasal dari ketua rukun warga, golongan
profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainya, serta
tokoh pemuda setempat dengan syarat-syarat :
a) Bertakwa kepada tuhan yang Maha Esa;
b) Setia kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;
c) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjut Tingkat
Pertama atau sederjat.
d) Berusia paling rendah 25 (dua puluh limah) tahun dan paling tinggi
56 (lima puluh enam) pada saat ditetapkan;
e) Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
15Haw Widjaja, Pemerintah Desa dan Administrasi Desa (Jakarta: Rajawali pers, 2002), h. 14
24
f) Belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama sepuluh tahun
atau dua kali masa jabatan baik dalam sebutan badan perwakilan
desa maupun badan perwakilan desa;
g) Penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan pemilikan Kartu
Tanda  Penduduk (KTP) desa bersangkutan atau memiliki tanda
bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan;
h) Dalam hal keterwakilan dusun, calon anggota BPD merupakan
Penduduk dusun yang bersangkutan;
i) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan
ancaman hukuman paling singkat lima tahun
3) Dalam tahap penjaringan, tidak dibatasi jumlah bakal calon anggota
BPD
4) Dalam tahap penjarinagan tersebut, Calon Anggota BPD menandatangi
blangko surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD
yang disiapkan oleh panitia Musyawarah
5) Melakukan penelitian administrasi calon anggota BPD
6) Penetapan Calon anggota BPD
7) Panitia Musyawarah melaksanakan musyawarah pembentukan BPD di




c) 5 orang utusan dari masing-masing RT yang terdiri dari ketua RT,
organisasi profesi, tokoh masyarakat, tokoh agama dari masing-
masing wilayah RT/RW di dusun yang bersangkutan
d) Calon BPD dari dusun bersangkutan
8) Musyawarah tingkat dusun dilaksanakan  untuk memilih dan
menetapkan calon anggota BPD terpilih yang akan mewakili wilayah
dusun sesuai denagn jumla kuota dusun yang bersangkutan.
9) Pembentukan anggota BPD dilaksanakan dengan cara musyawarah
mufakat.
10) Apabilah tidak terjadi kemufakatan dalam musyawarah maka
pembentukan anggota BPD dilaksanakan dengan cara pemungutan
suara (voting) oleh peserta rapat musyawarah.
11) Pelaksanaan pemungutan suara (voting), diatur sebagai berikut;
a) Masing-masing peserta musyawarah yang hadir sesuai daftar
undangan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
memiliki satu hak suara.
b) Pemungutan suara dilakuka secara terbuka
12)Hasil musyawarah dusun disusun berdasarkan peringakatan perolehan
suara, calon anggota yang memperoleh peringkat suara terbanyak
sesuai dengan quota diusulkan menjadi anggota BPD, sedangkan
peringkat berikutnya menjadi daftar tunggu penggatian antar waktu.
Yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Musyawarah
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Pencalonan Anggota BPD Tingkat Dusun yang ditandatangi oleh ketua
panitia musyawarah atau anggota Panitia Musyawarah yang bertugas
didusun bersangkutan, kepala dusun, dan calon anggota BPD.
13) Berita Acara Rapat Musyawarah tersebut, memuat antara lain:
a) Waktu dan tempat penyelengaraan rapat musyawarah;
b) Jumlah peserta dan daftar hadir
c) Jumlah dan identitas calon anggota BPD terpilih yang akan
diusulkan ke tingkat desa
d) Hasil peringkat perolehan suarah calon anggota BPD16
c. Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan
1) Paling lambat dua hari kalender setelah seluruh dusun melaksanakan
musyawarah pembentukan BPD, ketua panitia musyawarah
melaporkan hasil musyawarah pembentukan BPD kepada kepala desa
disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi
2) Kepala desa mengusulkan pengesahan dan penetapan calon anggota
BPD terpilih kepada bupati melalui camat
3) Paling lambat 15 hari kalender sejak diterimanya usulan pengesahan
dan penetapan calon anggota BPD terpilih yang dituangkan dalam
Keputusan Bupati
4) Pelantikan calon anggota BPD terpilih dilaksanakan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk oleh Bupati
16Haw Widjaja, Pemerintah Desa dan Administrasi Desa (Jakarta: Rajawali pers, 2002), h. 16
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d. Pengantian Antar Waktu
1) Pengantian anggota antar waktu BPD dilaksanakan apabila ada anggota
BPD yang berhenti atau diberhentikan dari keanggotaan BPD.
2) Calon penggati anggota BPD mengusulkan dari wilayah dusun yang
diwakili.
3) Ketua atau Pimpinan BPD mengusulkan penggantian Anggota antar
waktu BPD kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
a) Surat Undangan Rapat
b) Daftar Hadir Rapat
c) Notulen Rapat
d) Berita Acara hasil Rapat
e) Keputusan BPD tentang penggantian anggota antar waktu BPD
4) Pengesahan penggantian anggota BPD antar waktu ditetapkan dengan
keputusan bupati.
5) Masa jabatan anggota BPD pengganti antar waktu adalah sampai
dengan berakhirnya masa jabatan BPD.
6) Pelantikan anggota BPD pengganti antar waktu oleh bupati atau
penjabatyang ditunjuk.17
e. Sumber Pembiayaan Pembentukan BPD
1) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES);
2) Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.
17Haw Widjaja, Pemerintah Desa dan Administrasi Desa (Jakarta: Rajawali pers, 2002), h. 18
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2. Dasar Hukum BPD
Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dan acuan dalam
penyusunan teknis pelaksanaan pembentukan BPD antara lain:
a. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
b. Pasal 54 UU No 6 Tahun 2014
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 tentang Desa
d. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagai
telah berapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun
2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah
e. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 5 Tahun 2015 tentang Badan
Permusyaratan Desa
f. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 34 Tahun 2001 tentang
pembentukan Badan Perwakilan Desa
g. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 36 Tahun 2001 Tentang Desa.18
C. Alokasi dan Penggunaan Dana Desa
1. Dana Desa
Dana Desa Adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntuhkan bagi desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota
18Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014,
dan Peraturan Kabupaten Gowa No 05 Tahun 2015 Tentang Badan Perrmusyawaratan Desa
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dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.19
Didalam pelaksanaan dana desa, pemerintah telah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari APBN sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentan dana desa yang bersumber dari
APBN.20
Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN
setiap tahun. Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10%
(sepuluh per seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi
secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN.21 Dalam masa Transisi,
sebelum Dana Desa dipenuhi melalui realokasi dari belanja pusat dari
program dana desa dipenuhi melalui realokasi dari belanja pusat dari program
yang berbasis desa. Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk
program yang berbasis desa kepada menteri untuk ditetapkan sebagai sumber
dana desa.
2. Pengalokasian Dana Desa
19Yusran Lapananda,Hukum Pengelolahan Kuangan Desa (Jakarta: Wahana Semesta
Intermedia), h. 83
20Hernol Ferry Makawimbang, Kompilasi Peraturan Perundang-undangan tentangDesa
sistem Pengelolahan dana desa (Jakarts: BPK Gunung Mulia, 2016), h.8
21Yusran Lapananda, Hukum Pengelolahan Kuangan Desa (Jakarta: Wahana Semesta
Intermedia), h. 83
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Penetapan alokasi dana desa dilakukan secara dua tahap, yaitu
pengalokasian dana desa setiap Kabupaten/Kota  oleh Pemerintah Pusat, dan
pengalokasian dana desa setiap Desa oleh Bupati/Walikota.
a. Pengalokasian dana desa setiap Kabupaten/Kota
Dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa.
Dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
1) Alokasi dasar
Yang dimaksud dengan alokasi dasar adalah alokasi minimal
dana desa yang diterima kabupaten/kota berdasarkan perhitungan
tertentu, antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap
desa.
2) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka
kemiskinan geografis desa setiap kabupaten/kota.
Tingkat kesulitan geografis ditunjukan oleh indeks kemahalan
konstruksi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang
berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang statistik.22
Pengalokasian anggaran dana desa dalam APBN dilakukan
secara bertahap, yang dilasanakan sebagai berikut:
22Yusran Lapananda, Hukum Pengelolahan Kuangan Desa (Jakarta: Wahana Semesta
Intermedia), h. 84
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a) Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus);
b) Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6% (enam per
seratus);
c) Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per
seratus), dari anggaran Transfer ke daerah. Dalam hal APBN belum
dapat memenuhi alokasi anggaran dana desa, alokasi anggaran dana
desa tahun anggaran sebelumnya atau kemampuan keuangan
Negara.
Yang dimaksud dengan alokasi anggaran dana desa tahun
anggaran sebelumnya adalah nilai nominal alokasi dana desa yang
tercantum dalam APBN tahun anggaran sebelumnya.23
b. Pengalokasian dana desa setiap Desa
Berdarkan dana desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota
menetapkan dana desa untuk setiap desa di wilayahnya. Dana Desa setiap
desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
1) Alokasi dasar
Untuk tahun anggran 2015, alokasi dasar dihitung berdasarkan
alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90%
(sembilan per seratus) dari alokasi dana desa.
23Yusran Lapananda, Hukum Pengelolahan Kuangan Desa (Jakarta: Wahana Semesta
Intermedia), h. 85
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2) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan goegrafis setiap desa.24
Tingakat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kesulitan
geografis desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
a) Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
b) Kondisi infrastruktur; dan
c) Aksesibilitas/transportasi
Bupati/walikota menyusun dan menetapkan IKG Desa
berdasarkan faktor ketersediaan prasarana pelayaan dasar, kondisi
infrastruktur, aksebilitas/transportasi. Dalam rangka membantu daerah
dalam penyediaan data indeks kesulitan geografis, untuk tahun anggran
2015, Pemerintah dapat menyusun indeks kesulitan geografis secara
nasional untuk digunakan bupati/walikota dalam menghitung alokasi
dana desa setiap desa. data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis secara nasional untuk
digunakan bupati/walikota dalam menghitung alokasi dana desa setiap
desa.25
3. Penggunaan Dana Desa
24Yusran Lapananda, Hukum Pengelolahan Kuangan Desa (Jakarta: Wahana Semesta
Intermedia), h. 85
25Yusran Lapananda, Hukum Pengelolahan Kuangan Desa (Jakarta: Wahana Semesta
Intermedia), h. 87
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Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pembagunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan
dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembagunan dan pemberdayaan
masyarakat. Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam APBN untuk
membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk
membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.26
Namun untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa sebagaimana
diamanatkan dalam undang-undang, penggunaan dana desa diprioritaskan
untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain
pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam
rangka pengentasan masyarakat miskin, dana desa juga dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang dan papan masyarakat.
Penggunaan dana desa  untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan
sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah
terpenuhi.
Pengunaan dana desa mengacu pada rencana Pembangunan jangka
menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. menteri desa,
Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi menetapkan prioritas
penggunaan dana desa paling lambat 3 bulan sebelum dimulainya tahun
26Yusran Lapananda, Hukum Pengelolahan Kuangan Desa (Jakarta: Wahana Semesta
Intermedia), h. 88
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anggaran.27 Prioritas pengunaan dana desa dilengkapi dengan pedoman umum
pelaksanaan penggunaan dana desa.
Penetapan prioritas pengunaan dana desa dilakukan setelah
berkordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, menteri dalam negeri dan
menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian. Pedoman
teknis kegiatan memuat antara lain spesifikasi teknis dari maasing-masing
kegiatan yang akan dibiayai dari dana desa sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dana
desa diatur dengan Peraturan Menteri.
D. Dasar Hukum Dalam Mengawasi Dana Desa
Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka
diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi pengguna dana
desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa dituntut
menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel
Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai
pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh
terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-Undang dan Peraturan
Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas hingga BPD tidak perlu
27Hernold Ferry Makawimbang, Komplikasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa
Sistem Pengelolahan dan Tanggung Jawab Dana Desa (Jakarta: BPK Gunung Mulia 2016), h. 16
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ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja
kepala desa.28 adanya mekanisme check and balance ini akan meminimalisir
penyalahgunaan keuangan desa.
Adapun dasar hukum yang melindungi BPD saat melakukan pengawasan
dana desa ialah:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. adalah undang-undang
hasil revisi atau perbaruan dari UU sebelumnya. Lebih di tekankan lagi pada
Pasal 55 disebut:
Badan Permusyaratan desa mempunyai fungsi:
a. Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama Kepala
Desa;
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.29
Pada Pasal 55 huruf c yang mengatakan bahwa BPD mempunyai
fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa inilah poin inti BPD
yang menjadi landasa untuk mengawasi kinerja kepala desa hususnya
dibagian pengalokasiaan dana desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan
Undang-Undang Desa.
28Pipin Syrifin dan Dedah Jubaedah, Hukum Pemerintahan Daerah (Bandung: Pustaka Bani
Quraisy 2005), h.48
29Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, h. 15
36
a. Pada Pasal 48:
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala
desa wajib
1) Menyampaikan laporan penyelengaraan Pemerintahan Desa setiap akhir
tahun anggaran kepada bupati/walikota;
2) Menyampaikan laopran penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir
masa jabatan kepada bupati/walikota;
3) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan
secara tertulis kepada Badan Permusyaratan Desa setiap akhir tahun
anggaran.
b. Lebih lanjut dalam Pasal 51:
1) Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan
Pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap
anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat tiga bulan
berakhirnya tahun anggaran.
2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan
Desa.
3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi
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pengawasan kinerja kepala Desa.30
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 05 Tahun 2015 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa
a. Pada Pasal 3
1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama
Kepala Desa;
2) Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3) Mlakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa
b. Pada Pasal 4
1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
2) Menyatakan pendapat atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan
pemberdaya masyarakat desa
3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas fungsinya dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa31
4. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa atas perubahan
dari undang-undang sebelumnyayaitu Undang-Undang no 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa.32
30Praturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Teentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undamg
No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, h. 27-28
31Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 05 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan
Desa, h. 6-7
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Dari urainyan diatas sudah jelas bahwa BPD mempenyai peran yang strategis
dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan.
Dalam Peraturan Pemerintah tersebut setidaknya ada tiga poin yang sangat krusial
yaitu:
1 Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan
laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD
setiap akhir tahun anggaran.
2 Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat pelaksanaan
peraturan Desa.
3 Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat 3 dijelaskan bahwa laporan keterangan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1
digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala
desa.
E. Kinerja BPD Menurut Pandangan Hukum Islam
Dalam ajaran islam telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah
Pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal
ini dikarenakan adanya pendapatan bahwa islam adalah agama yang komprehensif,
didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan
32Hernold Ferry Makawimbang, Komplikasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa
Sistem Pengelolahan dan Tanggung Jawab Dana Desa (Jakarta: BPK Gunung Mulia 2016), h. 21
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sebagainya. Namun dalam poin ini lebih menerangkan tentang pandangan hukum
islam tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa.
Dalam al-Qur’an telah dijelaskan tentang prinsip kepemimpinan yaitu dalam
QS. Ali Imran/3: 118:
                  
                     
     
Terjemah:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman
kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak
henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagimu. Dimulut mereka adalah
lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (kami)
jika kamu memahaminya.33
Dengan demikian jelaslah pentingnya Pemerintahan baik Pusat maupun
Daerah, maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh Pemerintaan
Desa diharapkan warga masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya
melalui orang-orang yang dipercayainyaditingkatpemerintahan desa, karena dalam
al-Quranpun pada Surat Ali Imran ayat 118, Allah memerintahkan ummatnya
33Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemah(Jakarta: Wakaf, 1971), h.59
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untuk mengambil dan menjadikan orang-orang yang dipercaya di dalam
menjalankan roda pemerintahan pusat maupun desa yaitu orang-orang berasal dari
golongannya, karena dianggap lebih dapat dipercaya dan lebih mengetahui asal
usul dan adat kebiasaan masyarakat sehingga dapat mengatur dan mengurus
kepentinga masyarakat setempat.
Dengan dipilihnya Kepala Pemerintahan dari golongan sendiri maka lembaga
imamah (pemerintah) mempunyai tugas dan tujuan umum sebagaimana telah
dikemukakan Imam al-Mawardi yaitu: pertama, mempertahankan dan memelihara
agama dan prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang menjadi ijma’ Kedua,
melaksanakan kepastian hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa atau
berperkara dan berlakunya keadilan yang universal antara penganiaya dan
dianiaya. Ketiga, melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat
agar mereka bebas dan aman baik jiwa maupun harta. Keempat, memelihara hak-
hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan. Kelima, membentuk kekuatan untuk
menghadapi musuh. Keenam, jihad terhadap orang-orang yang menentang Islam
setelah adanya dakwah agar mereka mengakui Islam. Ketujuh,memungut pajak
dan sedekah menurut yang diwajibkan syara, nash dan ijtihad.34
Menurut Al-Ghazali, tugas dan tujuan lembaga pemerintahan adalah lembaga
yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari’at, mewujudkan
kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Ia juga
34Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta: Rajawali Pers,
1993), h. 260
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berfungsi sebagai lambang kesatuan umat islam demi kelangsungan sejarah umat
islam.35
Dalam kajian tatanegara islam dikenal istilah ahl al-hall wa al-aqad yang
artinya “orang-orang yang mempunyai wewenang untuk memutuskan dan
menentukan sesuatu atas nama umat” atau lembaga perwakilan yang menampung
dan menyalurkan aspirasi atau suara suatu masyarakat. istilah ini dirumuskan oleh
ulama fiqih untuk sebutkan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat
untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khalifah,
iman, Kepala Negara secara langsung. Karena itu ahl al-hall wa al-aqad juga
disebut oleh Imam Al-Mawardi sebagai ahl al-ikhtiyar (golonagan yang berhak
memilih). Peran golongan ini penting untuk memilih salah seorang diantara ahl al-
imamat (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi khalifah.36
Bertolak dari uraian diatas dapat dikatakan ahl al-hall wa al-aqadmerupakan
suatu lembaga pemilihan. Orang-orang berkududukan sebagai wakil-wakil rakyat,
dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala Negara. Ini menujukkan
bahwa sistem pemilihan khalifa dalam pemikiran ulama fiqih, dan kecendrugan
umat Islam generasi pertama dalam sejarah, adalah secara tidak langsung atau
melalui perwakilan. Ini dari segi fungsionalnya, sama seperti Majelis
Permusyartan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat
35Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta: Rajawali Pers,
1993), h. 260
36Muhammad Tahir Azhariy, Negara Hukum Suatu Studi Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi
Hukum Islam, Implementasinya pada Priode Madina dan Masa kini (Jakarta: Kencana, 2004), h. 112
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pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat Daerah dan sampai
unit pemerintahan terendah di Indonesia yaitu di tingkat desa dikenal adanya
Badan Permusyaratan Desa (BPD).
Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang
Desa, dengan adanya undang-undang ini maka adanya pula payung hukum yang
melindungi kinerja BPD dalam mengawasi Pemerintahan Desa. Dalam
pengambilan keputusan atau penyelesaiyan masalah biasanya taklupa BPD
melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh atau perwakilan
masyarakat desa, yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 65. Adapun
pandangan ajaran Islam yaitu Musyawarah sebagaimana Allah telah
memerintahkan umatnya untuk selalu menyelesaikan dan mengatur urusan
pemerintahan dengan cara musyawarah dalam QS al-Syura/26:38.
                              

Terjemah
Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan
mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah
antara mereka dan mereka menafkahkan sebagai dari rezeki yang kami
berikan kepada mereka.37
37Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemah(Jakarta: Wakaf, 1971), h.389
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F. Kerangka Konseptual
Penelitian kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan anatara
konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti.
Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan secara panjang lebar tentang
suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu/teori
yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan dari tinjauan teoritis dan
merupakan ringkasan dari tinjauan teoritis yang dihubungkan dengan garis sesuai
variabel yang diteliti.38
Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambar dan mengarahkan
asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual
memberikan petunjuk dalam merumuskan Penelitian.
Kerangka konseptual dalam penelitian ini berfokus pada pengawasan dana
desa yang dilakukan oleh BPD. Berikut kerangka konseptual yang dilakukan
dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
38Hadi Sutrisno, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 23
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif lapangan. Juga menggunakan penelitia deskripsi yaitu penelitian yang
bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai
objek yang menjadi pokok permasalah. Lokasi penelitian di Desa Rannaloe Kec.
Bumgaya Kab. gowa
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (hukum
positif), Pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan
menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui library
research. Penelitian ini menekankan pada segi-segi yuridis, dengan melihat pada
peraturan perundang-undangan dan penetapanya.
C. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder :
a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian
lapangan yang dilakukan di desa rannaloe dengan cara intrview yaitu berarti
kegiatan langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara dan tanya
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jawab pada informan penelitian untuk menperoleh keterangan yang jelas dan
didukung oleh data kuantitatif
b. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian
kepustakaan. Penelitian kepustakaan teknik untuk mencari bahan-bahan atau
data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan
primer dan dapat dipakai menganalisa permasalahan. data sekunder
dikumpulkan melalui library reseacrh, dengan jelas menelaah peraturan
perundang-undangan terkait, jurnal ilmia, tulisan makalah, dokumen atau
arsip, dan bahan lain dalam bentuk  tertulis yang ada relevansinya dengan
judul skripsi ini.
D. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini penulis mengunakan beberapa metode dalam
pengumpulan data,  yaitu :
a. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide
melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstriksikan makna dalam suatu
topik tertentu1
b. Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan
pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau
mengati individu atau kelompok secara langsung2
1 Ronny Hanitidjo Soemitro,Metodologi Penelitian, h. 46
2 Hadi Sutrisno,Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986),h. 172
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c. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau
data-data yang bersangkutan.
Dalam penelitian ini, digunakan prosedur penelitian sebagai berikut: kegiatan
penelitian ini dimulai dengan memperoleh izin penelitian dari Fakultas Syariah
dan hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kemudian surat
tersebut di teruskan ke kantor BKPMD ( Badan Koordinasi Penanaman Modal
Daerah ) lalu diteruskan di kantor Kabupaten Gowa setelah itu dilanjutkan di
kantor Kecamatan Bungaya dan melakukan penelitian di desa rannaloe
E. Instrumen Penelitian
Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu
peneliti sebagai instrumen harus “divalidasi” sejauh penelitian kulitatif siap
melakukan penelitian yang selanjutnya turun di lapangan untuk meneliti. Adapun
alat-alat instrumen disiapkan oleh peneliti untuk meneliti  adalah:
a. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan
wawancara yang dijadikan dasar untuk menperoleh informasi dari informan
yang berupa daftar pertanyaan.
b. Buku catatan dan alat tulis, alat ini baerfungsi untuk mencatat semua
percakapan dari sumber data.
c. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau
pembicaraan dengan informasi
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d. Camera, alat ini berfungsi untuk memotret juga peneliti sedang melakukan
pembicaraan dengan informanya.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan data
Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan
yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode
pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :
1) Klasifikasi data adalah menggolongkan atau mengkatagorikan data yang
dihasilkan oleh penelitian.
2) Reduksi data adalah memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana
data tersebut dihasilkan dari penelitian.
3) Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam  melakukan
penelitian kepustakaan maupuan penelitian lapangan dengan pokok
pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada
setiap data tersebut.
4) Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang untuk
mengetahui relevansi (hububungan) dan keabsaan data didekripsikan
dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.
b. Analisis data
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Teknik analisis data bertujuan untuk mengurangi dan memecahkan
masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan
adalah analisis data kulitatif. Analisis data kualiatif adalah upaya yang
dilakuka dengan jalan mengumpulkan memilah, mengklasifikasi, dan
mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar
sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
G. Pengujian dan Keabsahan Data
Dalam hal ini penulis memakai beberapa teknik dalam pengujian dan
keabsahan data,yaitu antara lain :
a. Perpanjangan Keikutsetraan
Penulis akan membutuhkan waktu yang panjang dalam hal ini peneliti
tinggal dilapangan untuk meneliti sampai pengumpulan data tercapai.
b. Trigulasi
Trigulasi adalah tekni pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai
pembandingan terhadap data itu.
c. Pemeriksaan Sejawat melalui diskusi
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Teknik dilakukan yaitu dengan cara mengekspos hasil sementara yang
diperoleh dalam bentuk diskusi dan hasil diskusi trsebut bisa dijadikan
perbandingan dengan penelitian yang dilakukan.
d. Auditing
Peneliti akan menyediakan segala macam pencatatan yang diperlukan dan
bahan-bahan peneliti yang tersedia dan merangkum semua data yang
telah dilakukan melalui pengamatan, wawancara, rekaman, dll.
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BAB IV
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA DAN
MEKANISME PENGAWASAN BPD UNTUK MENGETAHUI ALUR ATAU
SISTEMATIKA DANA DESA
A. Gambarn Umum Lokasi Penelitian
1. Letak Desa Rannaloe
Desa Rannaloe adalah desa yang terletak di Kecamatan Bungaiya
Kabupaten Gowa yang secara geografis berada pada ketinggian 450-700 di
atas permukaan laut denagan curah hujan rata-rata 298,1 mm dan suhu udara
berkisar antara 20-30 oC dan memiliki luas wilayah 4.552 hektar`yang
terdiri dari pemukiman 58 ha, hutan 2.552 ha,  kebun 1.463 ha, sawah 481
ha1 dan lain-lain
Adapun batas-batas wilayah teritorial Desa Rannaloe, sebagai berikut:
a) Sebelah Utara  berbatasan dengan Desa Bissoloro,
b) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Buakkang,
c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu Malonro,
d) Sebela Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bungaiya.
Seacarahistori Desa Rannaloe terbentuk pada tanggal 4 Febuari Tahun
2004 pememekaran wilayah dari desa buakkang, Desa yang masi berstatus
hutan lindung ini tebagi menjadi empat dusun:
1Sumber Data dari Kantor Desa Rannaloe, Senin 17 Oktober 2016
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a) Dusun Rannaloe, dengan luas wilayah 858 ha
b) Dusun Tangkala, dengan luas wilayah 334 ha
c) Dusun  Bulo-Bulo, dengan luas wilayah 1.073 ha
d) Dusun Borong Buah, dengan luas wilayah 2.287 ha2
2. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusuia  merupakan salah satu potensi yang sangat
berpengaruh terhadap gerak pembangunan baik pembanguna fisik maupun
non fisik baik sebagai objek maupun sebagai subjek pembangunan, adapun
mata pencarian dari masyarakat desa rannaloe  seperti GURU, TNI, POLISI,
PETANI, PETERNAK, JASA/BURUH.
dari hasil data akhir Tahun 2016 tercatan jumlah penduduk desa
Rannaloe sekitar 1606 jiwa, laki-laki 794 jiwa perempuan 812 jiwa,3Untuk
lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk Desa Rannaloe untuk data
selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Rannnaloe
2Sumber Data dari Kantor Desa Rannaloe, Senin 17 Oktober 2016
3Sumber Data dari Kantor Desa Rannaloe, Senin 17 Oktober 2016
NO      Nama Dusun                  Laki-laki                        Perempuan                          Jumlah
1            Tangkala                          234                                   255                                    489
2            Rannaloe                         218                                   222                                    440
3         Borongbuah                      187 178                                   365
4           Bulo-Bulo                        155                                    157                                    312
Jumlah                                          794 812                                   1606
53
3. Potensi Pendidikan
Dalam rangka meningkatkan pendidikan, masyarakat di wilayah desa
Rannaloe memiliki sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikt:
a. SD ( SEKOLAH DASAR )
1. SD MISGUHPI RANNALOE
2. SD MISGUHPI TABUAKKANG
3. SD MISGUHPI BORONG BUAH
b. SMP ( SEKOLAH MENENGAH PETAMA )
MTS GUPPI RANNALOE
c. SMA ( SEKOLAH MENENGAH ATAS )
MA GUPPI RANNALOE
4.  Kesehatan dan Perekonomian
Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, adapun sarana
dan prasarana kesehatan yang ada di desa Rannaloe
a. Posyandu : 2 buah
b. Kader posyandu : 4 orang
c. Bidan desa : 1 orang
d. Dukun beranak : 4 orang
Potensi perekonomian di desa Rannaloe sebagian besar adalah petani
peternak dan guru.
5. Struktur organisasi Pemerintahan Desa Rannaloe
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---------------- --------------
Gambar 1.2 Struktur Pemeritahan Desa Rannaloe
6. Susunan Keanggotaan BPD
Susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa
Rannaloe Tahun 2014-2019
Ketua : H. Syahruddin, S Ag
Wakil Ketua : H.Burhan, S.Pdi
Sekretaris : Sharil Ago
Anggota : Abd kadir, Rabasia, Jumira, Watu


















B. Peran BPD di Desa Rannaloe
Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga desa yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. di dalam
pemerintah desa, BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintah
desa. pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah
dan tidak lebih tinggi dan bukan merupakan bagian pemerintah desa.
berkaitan dengan Badan Permusyawarataan Desa. BPD sendiri adalah
sebagai mitra kerja pemerintah desa yang melaksanakan tugasnya dengan baik,
disini terlihat adanya suatu kerja sama antara BPD dan pemerintah desa yang
saling menghormati, bantu membantu, saling mengisi guna tercapainya
penyelenggaraan pemerintah desa yang efesien, efektif serta tercapainya
kemakmuran desa.4 secara garis besar BPD mempunyai peran penting di desa
Rannaloe.
1. Merumuskan dan Menetapkan Peraturan Desa
Peran BPD dalam bidang legislasi adalah merumuskan dan
menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa. Fungsi
legislasi ini nampak pelaksanaannya oleh BPD desa Rannaloe dalam beberapa
hal sebagai berikut:
a) Merumuskan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa.
Proses yang dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa di dalam
merumuskan Peraturan desa anatara lain sebagai berikut:
4Kamaluddin Yumar, Kepala Desa di desa Ranaloe, Minggu 16 Oktober 2016
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1) Pemerintah Desa Mengudang anggota BPD untuk menyampaikan
maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-
pokok peraturan desa yang diajukan.
2) BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan Peraturan desa , demikian
halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan
peraturan desa.
3) BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau
menyempurnakan rancangan peraturan desa.
4) Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa
untuk diagendakan.
5) BPD mengadakan rapat dengan pemerrintah desa kurang lebih satu
sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.5
Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan peraturan
desa kemudian dibahas bersama-sama di dalam rapat BPD. Setelah
mengalami penambahan dan perubahan, kemdian rancangan Peraturan desa
tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa.
dalam menetapkan peratur2an desa, antara BPD dan kepala desa sama-
sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut:
1) BPD menyetujui dikeluarkannnya Peraturan Desa
2) Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut
5Syahrudin, Ketua BPD di desa Ranaloe, Minggu 18 Oktober 2016
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3) BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru
ditetapkan
4) BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada
masyarakat ditiap-tiap dusun untuk diketahui dan dipatuhi serta
ditetapkan pula tanggal mulai pelaksanaannya.
b) Menetapkan Peraturan Desa  bersama-sama dengan Pemerintah Desa
Proses yang dilakukan BPD dalam menetapkan Peraturan desa
adalah sebagai berikut
1) Kepala Desa menetapkan peraturan desa setelah mendapatkan
persetujuan dari BPD
2) Peraturan desa ditandatangani oleh Kepala Desa bersama ketua BPD.6
2 Sebagai Penyalur dan Penampung aspirasi masyarakat
BPD sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi
masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung
segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut
untuk disampaikan kepada intansi atau lembaga yang terkait.
Banyak cara dilakukan BPD untuk menampung segala keluhan-
keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengn cara tertulis atau lisan
adapun cara BPD desa Rannaloe dalam menampung aspirasi masyarakat
adalah sebagai berikut:
6Kamaluddin Yumar, Kepala Desa di desa Ranaloe, Minggu 16 Oktober 2016
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a) Cara Tertulis. Masyarakat Desa Rannaloe menyalurkan aspirasinya denagn
cara tertulis yang kemudian diberikan kepada BPD pada saat pertemuan
BPD atau rapat BPD.
b) Cara Lisan. Masyarakat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada
BPD pada saat ada pertemuan desa atau ketika ada rapat BPD.7
BPD desa Rannaloe dalam menampung aspirasi masyarakat yang
dilakukan baik secara tertulis ataupun lisan yaitu dengan cara mengadakan
pertemuan BPD atau rapat BPD yang sangat penting dapat dilakukan
pertemuan desa kapan saja waktunya. Upaya yang dilakukan oleh BPD dalam
menampung dan menyalurkan saran dan ide dari masyarakat yaitu dengan
mengadakan forum yang dihadiri oleh pejabat-pejabat desa dan hasilnya
disampaikan kepada kepala desa untuk ditindaklajuti itu sudah baik.8 Jadi
dalam pertemuan ini masyarakat desa Rannaloe dapat menyampaikan
aspirasinya secara lisan dan langsung kepada BPD. Selain membahas
permaslahan yang ada di desa, guna meningkatkan dan menjaga kerukunan
warga desa Rannaloe.
C. Mekanisme BPD dalam Mengawasi Dana Desa
Telah begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan
Permusyawaratan Desa tanpa implementasi yang jelas menjadikan hal yang
7Syahrudin, Ketua BPD di desa Ranaloe, Minggu 18 Oktober 2016
8Hasbibi Ahmad, Ketua FKMR di desa Ranaloe, Minggu 18 Oktober 2016
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menarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu, apakah
benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah atau
hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan
masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang
sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari
jerat kemiskinan dan krisis ekonomi.
Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah merupakan salah satu alasan
terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap
pelaksanaan pemerintah desa Rannaloe yang dipimpin oleh kepala desa
merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksud untuk mengurangi adanya
penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan
pemerintah desa. namun dalam skripsi ini lebih menekankan tentang peran BPD
dalam mengawasi dana desa.
Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN) yang diperuntuhkan untuk desa, yang ditransfer melalui
anggaran belanja daerah kabupaten atau kota. Dana desa sendiri digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdaya masyarakat desa.
1. Sumber Dana Desa
Asal dana desayang masuk di desa Rannaloe
a) Dana Desa yang bersumber dari kementerian desa.
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anggran yang bersumber dari kementerian biasanya langsung di
transfer kerekening desa, jumlah dana desa dari kementerian sendiri
sekitar empat ratus juta.
b) Dana Desa yang bersumber dari Kabupaten/Kota
Dana yang bersumber dari kabupaten/kota  yang disebut ADD
(Anggaran Dana Desa) dana dari kabupaten ini jumlahnya cukup besar
sekitar 1 miliar rupiah. Karena jumlanya yang cukup besar, proses
pengambilan ADD sendiri tidak bisa langsung di transfer kerekening desa
ada beberapa tahap pengambilan ADD. Terlebih dahulu desa harus
membuat RPDes (Rancangan Pembangunan Dana Desa) di dalam RPDes
ini sudah ada rincian dana, digunakan untuk apa dan berapa besar dana
yang dibutuhkan. Jadi pencairan ADD yang 1 miliar tiak bisa diambil
langsung sekaligus hanya bisa diambil sesuai kebutuhan pembangunan
desa.
c) Dana Sumbangan
Dana sumbangan atau donatur biasaanya diperuntukkan untuk
pembangunan atau infastruktur desa dari beberapa pihak penyumbang
yang mempenyai kepentingan di desa Rannaloe.9
2 Proses Pengawasan BPD
Karena dana desa yang bersumber dari pemerintah jumlahnya cukup
besar maka diperlukan mekanisme kontrol langsung dari BPD atau
9Husain, Sekretaris Desa di desa Ranaloe, Minggu 17 Oktober 2016
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masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana
tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Di desa Rannaloe BPD bukan hanya sebagai lembaga yang mengawasi
atau sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa tatapi juga sebagai partner
kerja yang bersinergi satu sama lain. Hubungan antara BPD dengan
Pemerintah Desa terbilang cukup bagus karena apapun kinerja kepala desa
yang berkaitan tentang pembangunan, pengeluaaran anggaran desa dan lain-
lain taklepas pula kerja sama atau saling memintah pedapat tentang apa yang
akan dikerjakan pemerintah desa.10
Jadi proses pengawasan terhapat pemerintah desa itusedikit
meringankan kinerja BPD karna di desa Rannaloe bukan hanya BPD yang
menjadi sistem pengawasan tetapi semua sektor, baik itu lembaga masyarakat
lembaga pemuda atau masyaarakat itu sendiri.Biasanya BPD suadah
mengetahui berapa dana yang masuk kedesa setelah dana masuk kedesa BPD
melakukan MUSREMBANG (musyawara perencanaan pembangunan) tingkat
desa lalu dibagi dusun jadi apaa-apa saja hal yang diprioritaskan sudah
terkaper kesemua sektor. Taklepas pula dari tanggung jawab BPD. BPD
biasanya melakukan pertemuan sebulan sekali atau tidak menentu dengan
pemerintah desa yang membahas tentang anggaran dana desa dan dihadiri
oleh tokoh-tokoh masyarakat.
10Syahrudin, Ketua BPD di desa Ranaloe, Minggu 18 Oktober 2016
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BPD biasanya melakukan evalusi setengah tahun sekali atau perenam
bualan gunanya merekap semua anggaran yang sudah keluar  atau yang belum
terealisasi. Biasanya dalam rapat ada kelebian dana, BPD dan pemerintah desa
mengadakan rapat perubahan membahas apa yang mendesak untuk
dianggarkan.
Mekanisme kerja BPD desa Rannaloe dalam mengawasi anggaran
yang keluar dengan cara terjun langsung kelapangan misalnya pemerinta desa
ingin melakukan pembangunan jembatan, dari awal perencanaan proyek BPD
sudah mengetahui berapa dana yang diperlukan berapa lama pembangunan
dan apa saja bahan-baha material dibutukan jadi dari awal perencanaan
proyek disitula peran BPD dalam melakukan pengawasan. Tidak bedahnya
dengan pengawas bangunan BPD juga ikut andil dalam pembangunan desa
Rannaloe.Karena UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa terbialng Undang-
undang baru BPD desa Rannaloe sendiri butuh prosesuntuk menuju kinerja
yang terbaik.11





1. Peran Badan Permusyawaratan Desa di desa Rannaloe
Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga desa yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD sendiri
adalah sebagai mitra kerja pemerintah desa yang melaksanakan tugasnya
dengan baik, disini terlihat adanya suatu kerja sama antara BPD dan
pemerintah desa yang saling menghormati, bantu membantu, saling mengisi
guna tercapainya penyelenggaraan pemerintah desa yang efesien, efektif serta
tercapainya kemakmuran desa. dalam menjalankan tugasnya BPD mempunyai
peran penting di desa Rannaloe yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan
dan sebagai penyalur dan penampung aspirasi masyarakat. Dalam
merumuskan dan menetapkana peraturan desa selalu bekerja sama dan
berkodinir dengan pemerintah desa Rannaloe etelah menyetujui peraturan
desa dan ditandatangani oleh kepala desa BPD mensosialisasikan Peraturan
Desa yang telah disetujui pada masyarakat ditiap-tiap dusun untuk diketahui
dan dipatuhi serta ditetapkan pula tanggal mulai pelaksanaannya. BPD sebagai
wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk
menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhannya
dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada
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intansi atau lembaga yang terkait. Adapun cara masyarakat untuk
menyampaikan aspirasinya dan keluhan-keluahannya dengan cara tertulis atau
lisan. Bisa disampaikan dengan langsung bertemu BPD atau pada saat rapat
atau pertemuan.
2. Mekanisme Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi dana desa
Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah merupakan salah satu alasan
terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap
pelaksanaan pemerintah desa Rannaloe yang dipimpin oleh kepala desa
merupakan tugas BPD. Dalam mengawasi kinerja pemerintah desa biasanya
BPD berfokus tentang pengunaan dana desa. dalam mengawasi dana desa
biasanya BPD terjunlangsung langsung dan meninjau tentang proyek-proyek
desa agar BPD bisa melihat secara langsung berapa dana yang keluar , berapa
dana yang dibutuhkan dan berapa lama pegerjaan proyek. Jadi sebelum
terjadinya penyelewengan BPD sudah mengantisipasinya.
B. Implikai Penelitian
Saran yang diberikan penulis ini, yaitu:
1. Hendaknya Pemerintah Desa Rannaloe lebih meningkatkan intensitas
pelayanan agar mayarakat tidak menunggu lama mengurus urusan di kantor
desa.
2. Kepala desa Rannaloe baiknya membuka diri kepada kaum pemudah desa
Rannaloe. Dimana kaum pemudah adalah penerus bangsa dan penerus sistem
pemerintahan Desa Rannaloe.
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3. Masyarakat desa Ranaloe hendaknya lebih membantu dan berkodinir dengan
BPD dalam mengawasi pemerintahan desa Rannaloe yang dipimpin oleh
kepala desa.
4. Baiknya pemerintah desa lebih transparan dalam mejalankan kinerjanya agar
masyarakat desa mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah desa.
5. Pemerintah kabupaten gowa hendaknya mempercepat atau tidak menudah-
nundah ketika ada bantua yang masuk di desa.
6. Lebih meningkatkan hubungan kerja sama antara BPD dan pemerintah Desa
agar meminimalisir keluahan masyarakat desa Rannaloe.
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